
 

  

 

 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 

 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR  29 TAHUN  2025 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 

TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik adalah 

dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional 

dan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai 

politik; 

b. bahwa  pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan 

keuangan partai politik dilakukan secara profesional, 

efektif, efisien dan akuntabel; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Kuantan Singingi  tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 

Tahun 2023 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik Di Kabupaten Kuantan Singingi; 

 

Mengingat : 1. Pasal – Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;. 

2. Undang-Undang  Nomor   53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 

SALINAN 



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2011; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 195,  Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 195,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang  Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah di ubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 

2024 Nomor 3); 

14. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 tahun 2023 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di 

Kabupaten Kuantan Singingi; 

15. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33 tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan 



Singingi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN 

SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN 

KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN 

KUANTAN SINGINGI 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi ( Berita Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 10 ). Sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi ( Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2024 Nomor 33 ) diubah sebagai berikut :  

      Pasal 7 

(1) Pengurus Partai Politik Daerah mengajukan Surat Permohonan 

Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Bupati.  

(2) Surat Permohohan Sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.  

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan 

kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 

dua (2) rangkap kelengkapan administrasi berupa: 

a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan 

Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik Daerah atau sebutan lainnya 

yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP 

Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan 

ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik; 

b. terhadap perubahan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Daerah 

Kabupaten, melampirkan berita acara serah terima kepengurusan 

partai yang lama dan yang baru yang ditandatangani oleh Ketua 

Partai Politik yang lama dan yang baru yang sesuai dengan Surat 

Keputusan DPP Partai Politik; 



c. jika adanya pengurus partai politik tingkat Daerah  yang salah satu 

pengurus intinya (Ketua / Sekretaris / Bendahara) berhalangan 

tetap (mengundurkan diri), meninggal dunia, melampirkan surat 

pengunduran diri diatas materai yang cukup dan atau surat 

keterangan kematian dari Instansi berwenang; 

d. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

e. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan 

suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir 

Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah; 

f. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan 

pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; 

g. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan 

mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan 

yang diterima untuk pendidikan politik dan paling banyak 40 % 

digunakan untuk kebutuhan sekretariat yang formatnya tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Daerah; 

h. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan 

yang bersumber dari Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah 

tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan; dan 

i. surat pernyataan Ketua partai politik yang menyatakan 

bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan 

anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut 

sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan 

keterangan yang tidak benar ditandatangani Ketua dan Sekretaris di 

atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 

10 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di 

Kabupaten Kuantan Singingi.  

(4) Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . 

 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal 7 Juli  2025 

 
Pj.SEKRETARIS DAERAH   

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,  

 
          ttd 
 

H. FAHDIANSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR  : 29    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal 7 Juli  2025 

 
BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 

                       ttd 
 
       H. SUHARDIMAN AMBY 

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNIMITRISIA. SH.. MH
Pembin&é Tk
NIP. 200012 2 001


